BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO
KUALA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi dan nawa cita
yang tertuang dalam rencana jangka panjang negara
periode 2019 - 2025 sebagai tindaklanjut dari tatanan
hukum yang berdasar kepada cita-cita hukum dan
falsafah bangsa yang tertuang dalam Pancasila dan
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan
Pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
di daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021
tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan ketentuan
Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan
Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah dapat di
integrasikan dengan perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang
pcrencanaan pembangunan dacrah atau perangkat dacrah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang penelitian dan pengembangan daerah;

d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor
16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito
Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah, belum mengintegrasikan badan riset
dan inovasi daerah dengan perangkat daerah yang
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;



Mengingat

bahwa berdasarkan hasil asistensi bersama Biro
Organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor
000.8.1/01590/0ORG  perihal Usulan Peningkatan
Klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kabupaten Barito Kuala, dapat diberikan
persetujuan untuk dinaikkan menjadi klasifikasi A;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, dan e perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16
tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

Pasal 18 ayat (6} Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cita Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 5601} sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);



10.

11,

12.

13.

14.

15.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 6779);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887} sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1539);

Pecraturan Mecenteri Pendayagunaan Aparatur Ncgara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
421);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023
Tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur
Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);



Menetapkan :

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Kuala Tahun 2016 Nomor 34, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 34) sebagimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito
Kuala Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daecrah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Kuala Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Persctujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
Dan
BUPATI BARITO KUALA
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR
16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Baritoc Kuala Nomor 34) di ubah
sebagai berikut;

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah

dengan susunan sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala merupakan
Sekretariat Daerah Tipe B,



Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala merupakan
Sekretariat DPRD Tipe B;

Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala merupakan

Inspcktorat Tipe A;

Dinas Daerah Kabupaten Barito Kuala, terdiri dari :

1.

Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Pendidikan;

. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Kesehatan;

. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Perumahan Rakyat , Kawasan Permukiman

dan bidang pertanahan;

. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat {Sub. Pol. PP} dan bidang Ketentraman
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
(Sub. Kebakaran);

. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Sosial;

. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan

Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga,

bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Pengendalian Pendudukdan Keluarga
Berencanadan Bidang Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan anak;



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B

menyelenggarakan wurusan pemerintahan bidang

Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B

menyelenggarakan wurusan pemerintahan bidang

Pemberdayaan Masyarakatdan Desa;

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan wurusan
pemerintahan bidang Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Tipe
B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Koperasi, bidang Perindustrian dan Dbidang

Perdagangan,

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;

Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan

bidang Persandian;

Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang perhubungan;

Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Tanaman Pangan dan
Hortikultura;

Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

Perkebunan dan Peternakan;



19. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe B

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

Pangan dan bidang Perikanan;

20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

Perpustakaan dan bidang Kearsipan,

Badan Daerah terdiri dari :

1.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah Tipe B melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang
Perencanaan dan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang Penelitian dan

Pengembangan;

. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan

Pemerintahan bidang Keuangan;

. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan
Pemerintahan bidang Pajak dan Retribusi Daaerah;

. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan; dan

. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Klasifikasi A menyelenggarakan sub wurusan

bencana.



Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 28 Agustus 2024

,‘),/

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 28 Agustus 2024

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (4-48/2024)



